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KPK TETAPKAN

Ketua BPK Tersangka

KOMISI Pemberantasan Korupsn menetapkan
Ketua Badan Pemerxksa Keuangan (BPK) Hadi
Poernomo sebagai ter-
sangka kasus dugaan ko-
rupsi dalam menerima
seluruh keberatan wajib
| pajakatas Surat Ketetapan
| Pajak Nihil (SKPN) PT
i Bank BCA tahun pajak
1999-2003.
| “Sehubungan diting-
| katkanya. sebuah kasus
dari tahap penyelidikan
dan penyidikan, duduk
perkaranya -melibatkan
Abraharvn e & mantan Dirjen Pajak da-

lam hal ini Ketua BPK, KPK
menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat
itu lah KPK mengadakan forum ekspose bersama
satgas (satuan tugas) penyelidikan, satgas penyidi-
kan dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan
saudara HP (Hadi Poernomo) selaku Dirjen Pajak
2002-2004,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam
konferensi pers di Jakarta, Senin (21/4/2014).

Pada hari ini tepat pada hari ulang tahun ke-67
Hadi Poernomo resmi tidak lagi menjabat sebagai
Ketua BPK sejak 2009 lalu.

Baca KETUA BPK di Hal.11
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Merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara

+ KETUA BPK

Kasus yang menjerat Hadi
Poernomo adalah dugaan
penyalahgunaan wewenang
karena memberikan nota
untuk menerima keberatan
pajak penghasilan badan
(PPH) Bank BCA 1999-
2003 sehingga merugian
keuangan negara sebesar
Rp375 miliar. Atas perbua-
tan tersebut, KPK menyang-
kakan berdasarkan pasal 2
ayat (1) dan atau pasal 3
UU No 31 tahun 1999 seba-
gaimana diubah dengan UU
No 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo Pasal 55
ayat (1) ke-1.

Pasal tersebut meng-
atur tetang penyalahgu-
naan kewenangan, kes-
empatan atau sarana yang
ada padanya jabatan atau
kedudukan sehingga da-
pat merugikan keuangan
dan perekonomian nega-
ra. Ancaman pelaku yang
terbukti melanggar pasal
tersebut adalah pidana
penjara maksimal 20 tahun
denda paling banyak Rp1
miliar. BCA pada 17 Juli
2003 mengajukan surat

............................................................................................................. sambungan dari hal. 1

keberatan pajak sebesar
Rp5,7 triliun dari Non Per
formance Loan (NPL atau
kredit bermasalah) kepada
direktorat PPH Ditjen Pajak.
“Hasilnya 13 Maret 2004
direktur PPH mengirim
surat pengantar risalah
keberatan ke Dirjen pajak
yang berisikan hasil telaah
atau kesimpulan. Hasil te-
laah yang diberikan direk-
tur PPH ke Dirjen Pajak
berupa kesimpulan bahwa
permohonan keberatan
wajib pajak BCA ditolak,”
ungkap Abraham. ant




